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DEN.GAN R{HMAT TUHAN YANG N'IAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK iNDONESIA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan keientuan Pasal 8 ayat (2)

Peraturan Mentell Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyeleng€laraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin
operasional terhadap Madrasah Swasta dl lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan mildlasah
yang bermr.ltLr, perlu meFlberikan kesempatan maslarakai
melalui organlsasi berbadan hukum untuk nenl_elenggarak:I-r
madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
bahwa Madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi
persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah
ditetapkan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama tentang pemberian lzin Operasional Pendirian
lvladrasah Tsanawiyah Hulfadh A1 Itqoni],'\:ah Kabrtri'.len
Pur balingga Provinsi Jawa Ten€iah

Undang-undang Nomor 20 Tahlin 2003 tenLalg Slstern
Pendidikan Nasionel (L€mbaran Negara Republik hdonesia
Tahun 2Oo3 Nomor 78, Tambahan Lernbaran I'legara Reprblik
lndonesia Nomor 4301);
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indollesia Nomor 45E6);
Peraturan Per..lerirrtah Non or 19 Tahun 2005 teniarrg Stancia:
Nasional Pendidikan (Lembaran Negala Replbiik Indonrsi.l
Tahun 2OO5 Nomor 41, Tambahan Lembaran Ncgar:i ltepublik
lndonesia Nomor 4496) sebagaimana lelah dLLrbah deng.ln
Feraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Leniang
Penrbahan Atas Peraturan Pemer:ntah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54lO)j
Pelaturan Pemedntah Nornor 47 Tahun 2008 tentang wajib
Belajar Penclidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Replrblk
Indonesia Nomor 4863)j
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tenraog
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan...
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to
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Memperha!ikan:

Menetapkan l

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
PeraLuran Pemerintah Nomor 17 Tahlln 20!0 lcnlang
P A o "r. cl,rn D_nrel'ngd r""n Per.-io.< n ,L n r"rdr N P. r'
Republik Indonesia Tahun 2010 NoElcr 23, Tambahan
Lembaran liegara RepubLik lndonesia Nomcr 5105) sebagaimana
telah diubah dengan Perzlturan Pemerintal Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemedntah Nomor 17

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleoggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.hun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);
Peraturan tr'lenteri Pendidikan Nasionai Nomor 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah
Dasar/Madrasai lbtidaiyah, SekcJlah lvlenengah
Per;ama,/ Madrasah Tsanalvivah, dan Sekolah l!'lenengah
Atas/Madrasah Aliyah;
?eraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor i5 Tahun 2010
tentang Standar PelayarEn Mininal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
Menleri Pendidilian dan Kebudayean Nomor 23 Tahun 2013
tenrang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan NlinimaL
Pendidikan di Kabr.lpaten/ Kctai
Peraluran l{enteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tenlang Standar
l(ompetensi Lulusan dan Standar lsi Pendidikan Agama lsLan1

dan Bahasa Arab di Madrasah;
Peraturan Menteri Agama ftomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahln 2012
Nomor 206) sebagaiman:r telah diubah dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menleri Agama Nornor 2 Tahun 2012 tentang
Pengalvas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama lslam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 684);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2013 Nonor 1382).

1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan
Madrasah Nomor : Kw.11.2/PP.O3.2I27913 d/2O 14, Tanggal
7 Oklaber 2014 ;

2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Purbalingga, Nomor i

Kd. 1 1.03/4/PP.00/ 227 O | 2A 1 4, Tafleeal 20 Agustus 20 14;

MEMUTUSKlN I

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBERI.AN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
TSANAWIYAII HUF'FADII AL ITQOI{IYYAH KABUPATEN
PURBALINGGA PROVTNSI JA1VA TENGAH.

N'lcinberikan lzin Operarsional Pendirian Madrasah kepada madrasah
sebagaimana tercantum dalan lampiran yang merupakan bagian
'.oak rerpisahkan dari Keputusar. ioi.
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KEDUA ..,



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Bagi Madrasah Tsarawiyah setelah jangka waktu 4 (empat) tahun,
Kepala Madrasah yalg bersangkutan wajib :

a. menyampaikan laporal perkembangal madrasah kepada Kepala
Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit
perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum,
pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan
pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dal tenaga
kependidikan dan/atau

b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah
kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturarl perundang-
undangal.

Dalam hal perkembangart madrasah sebagaimana dimaksud dalam
diktum kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan Inirirnal
penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana
dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C,
maka izin operasional sebagimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
tetap berlaku.

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimala dimaksud dalam
Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal
penyelenggaraan pendidikal dan/atau hasil akreditasi sebagaimala
dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal
C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Kesatu dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal .2\ November 2014

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESTA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA

VINSI JAWA TENGAH,



I-AMPIRAN 1

KEPUTUSAN
NOMOR :

TANGGAI :

TENTANG
PEMBEzuAN
ITQONIYYAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Kw. II.2 / 5 / PP.O3.2 / 3W I 2014
AI NO\EMBER 2014

IZIN PENDIzuAN MADRASAH TSANAWIYAH HUFFADH AL
KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1 Nama Madrasah Madrasah Tsanawiyah Huffadh
Al Itconir.vah KabuDaten Purba

2 Nomor Statistik Madrasal 121233030038
3 Alamat Madrasah RT 03 RW 09

Desa Mqiqpur4
Kecamatan Bo-botsari
Kabupaten Purbalingga
Provinsi Jawa Teneah

4 Nama Oreanisasi Penvelenssaia Yavasan A1 Ikhlash Aqshol Madinah
5 Akta Notaris Organisasi

Penvelenggara Nomor 16

6 Pengesahan Akte Notaris
Organisasi Penvelenegara 7 Mei,2O12

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPAT.A KANTOR WII,AYAH

ENTERIAN AGAMA
SI JAWA TENGAH,


